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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPAT| JEPARA
NOMOR @ TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI JEPARA,

a bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Fresiden

Nomor 106 Tahun 2007 fentangy Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemenntah, periu diatur lebih
lanjut tentang Unit Layanan Pengadaan Barang Secara
Elektronik {LPSE) Kabupaten Jepara:

bahwa Lembaga Kebijakan [Pengadaaan Barangjasa
Pemerintah (LKPP) mewajibkan pelaksanaan pengadaan
barang/fjasa pemerintah secara elektronik (e-procure-ment)
secara bertahap d lingkungan instansi pe-merintah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.-maksud
pada huruf a dan hueruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang Secara Elektronik Kabupaten Jepara;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Fembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1874 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nommor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian {Lem-baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Neomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Feme-

nntshan Daerah (Lembaran Negara Republik |ndommna
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara

Republik hdonesia Nomor 4437} sebaga mana telah dubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tertang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 iemtang Pemaerntahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Ihdonesia Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim-
bangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat Dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembar-an MNegara Republik
indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang hformasi
Dan Transaksi FElektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomaor 4843);

Undang-Undang Neomor 14 Tahun 2008 tentang Keter
bukaan Informasi Puwblik {Lembaran Negara Republik
hdonesia Tahum 2008 Nomor 81 Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesta Nomor 4846);

Peratuwran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urugsan Pemernntshan Antaa Pemerntab,
Pemerintahan Daersh Provinsi Dan Pemenntahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik hdonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik ndonesia Nomor 4737);

Paraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tertang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negaa Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Ihdonesia Nomor 4741);

Peraturan [Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Baang Dan Jasa
Pemarintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ‘tentang
Pengadaan Barang / Josa Pemernntah;

Peraturan Bupali Jepara Nomor 40 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tshun 2009

Nomor 225),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
JEPARA,



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1

2.

Oaerah adalah Kabupaten Jepara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3 Bupati adatah Bupati Jepara.
4 Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.
5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Kabupaten Jepara.

Layanan Pengadaan Secara Elekironik yang selanjutnya disebut LPSE adalah
Layanan Pengadaan Secara Elekironik Kabupaten Jepara

Unit LPSE adalah Unit LPSE Kabupaten Jepara.

Sistem Pengadaan Secwa Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah
kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan dalabase E
procuremeni yang dikembangkan okeh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan
infrastruktumya.

Kepala adalah Kepala LPSE Kabupaten Jepara.
Sekretariat adalah Bagian Tata Usaha pada LPSE Kabupaten Jepara.

Admi nistrator Sistern [Elektronik adalah personl yang melaksanakan pemeliharaan
keamanan jaringan komputer, perneliharaan aplikasi server, dan monitoring server
LPSE.

Helpdesk adalah personil yang melaksanakan penjelasan dan pelayanan atas
berbagai hal menyangkut LPSE kepada Panitia, PAKPA/PPK dan
Penyedi a/Rekanan/VVendor baik Jangsung, melalui telepon, maupun e-madf dan tanya
jawab d web LPSE.

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Efectronic Procurement) adalah proses
pengadaan |barangfasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara
elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi
informasi dan komunikasi.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan panggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang Selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
dberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
diangkat oleh kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/fasa.

Panitia Pengadesan adalah tm yang diangkat oeh PA/KPA untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa.



. Unil Layanan Pengadaan adalsh unt yang terdiri dari pegawai - pegawai yang feish

memiliki sertifikal keahlian psngadaan barangfasa pemenntah, yang dbentuk oleh
PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyediaan
barang/jasa d lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyeda Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan
usahanya menyadiakan barang/jasa.

Publix adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi
peserta lelang penpadaan barangfasa.

Regmtrasi adalah proses pendaftaran penyedaan barangfasa unhik mendapatkan

kode akses (user id dan password) ke dalam sisitem aplikasi layanan pengadaan
secara Elektrontk.

Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyediaan barangfasa obeh |PSE
melalui mekansme konirol secara asas nyata dalam proses registrasy pendafiaran
caon penyediaan barangfjasa yang meliputi  persetujuan password dan
penyampaan notfikas persetujuan.

2 3 U ser id adalah nama atau pengena unlk sebaga idenlitas dri yang di gunakan untuk

4.

beroperasi d dalam suatu sigtem elektronik.

Password adalash kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna
jaringan atau sebuah sislem operasional multiuser (banyak pengguna) untuk
memverikasi User id kepada sistern keamanan yang dmila oleh janingan atau
sistem lersebut.
BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit LPSE Kabupaten Jepara

BAB I\
KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LPSE
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 3

Unit LPSE adalah Lembaga Non Struktural pada Pernerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Passt 4

Unit LPSE mempunyai fungsi penyelenggaraan layanan proses pengadaan baang /
jasa secara elektronk d lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara



BAB IV

SUSUNAN ORGANISAS), TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS
UNITLPSE

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organigasi Unit LPSE terdin atas:
a. Pengarah

Kepala:

Sakretariat

Bidang Administrasi Sistem Flektronk

Bidang Reg strasi dan Verifikas

Bidang Layanan Pengguna, dan

g Bidang Pelathan dan Sosialisasi.

{2) Susunan keanggotaan unit LPSE sebagaimana dmaksud pada ayat (i) ditetapkan
lebih fanjut dengan Keputusan Bupati.

I S-S -

Bag.an Kedua
Tugas Pokok

Paragraf 1
Pengarah
Pasal 6

FPengarah mempunyai tugas : .

a Membina dan mengarahkan program kerja;

b Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan keg atan;
¢ Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Paragraf 2
Kepala

Pasal 7

Kepala LPSE mempunyai tugas memmpin LPSE dalam menjalankan tugas dan
fungsi LPSE

Paragraf 3
Sekratariat
Pasal B

{1} Sekretariat mempunysi tugas melaksanskan koordinasi. Unsur Pelaksana
mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
(Elecironic Procurement).



(20 Rincian Tugas Seknetanst

a. Koordinasi kegiatan d Jingkungan LPSE dun lembaga terkat,

b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan admin strasi umum untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tuges dan fungsi LPSE

¢. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumbar daya

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan

a Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas
dan fungsi

Paragraf 4
Bidang Administrasi Sistem Elektronik

Pasal B

{1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
Sistern Pengadaan Secara Elektronik
() Rincian Tugas Bidang Administrasi Sigtern Elektronik:
a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat inak, perangkat karas dan janngan;
b. Penanganan permasalahian teknis yang terjad untuk menjamin kehandalan dan
ketersedaan layanan:
c Pembeian inforrmasi kepada LKPP entang kendala teknis yang ternjadi di LPSE
d Peiaksanaan instruksi teknis dan LKPP

Paragrafl 5
Bidang Registrasi dan Varifikasi

Pasal 10

(1} Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunya tugas melaksanakan pengelolaan
registrasi dan verifikas pengguna SPSE

(2) Rincian Tugas Bidang Registrasi dan Verifikasi:

a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE

b. Penyampaian irformasi kepada calon Pengguna SPSE tertang kelengkapan
dokumen yang dipersyaratian

¢ Verifikasi seluruh dokumen dan infumasi sebaga persyaratan pendaftaran

pengguna SPSE
d. Pengelciaan arsip dan dokumen pengguna SPSE
(3) Bidang Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetupi atau menoclak pendaftaran

Pengguna SPSE

{4 Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifian Lser D dan Password
Pengguna SPSE apatbila ditemukan pelanggaran terhadsp persyaratan dan
ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan berkaitan dengan blackiist

Paragraf 6
Bidang Layanan Pengguna

Pasal 11
Rincian Tugas Bidang Layanan Pengguna:



a Penberian layanan konsultasi mengenal prosas pev) [l aan bar ang [ i secam
wleironik baik meialui intemet, teiepon meupun heds angsung di Unit LPSE
Pembantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE

Menjawsb pertanyaan tentang fesiitas dan ftur splikasi LPSE

Menangani keluhan teniang pelayanan Unit LPSE

a oo

Paragraf 7
Bidang Pelatihan dan Soslalisasi

Fasal 12

Rincian Tugas Bidang Pelathan dan Sosial.sasi:
a) Membenkan pelatihan bag Pengguna Unit LPSE

b Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkat pengadaan barang/jasa
BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala, Sekretariat dan Kepaa
Unit, wajb menerapkan prinsip koordinasi, Inegrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun aitar satuan organisasi d  lingkungan
Organwsasi LPSE, sesuai dengan tugas masing-masing.

{2) Kepda wsdb mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dsiam hd terjad
penyimpangan harus mengambil langkah-tangkah yang diperiukan sesua
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Kepaa besrtanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan,
membearikan bimbmgan serta petunjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala wajb mengkuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada
Dewan Pengarah serta menyampaikan laporan berkala secara tepat wikiu dan

apabla dipertukan.
(5) Setiap laporan yang dierima oleh Kepala dai bawahannya wajb dolah dan
di pergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BABW

KEPEGAWALAN

Pasal 14

Pengarah, Kepala, Sekretariat, Unit Administrasi Sistem Elektronik, Unit Regstrasi dan
Visrifikasi serta Unit Layanan dan Dukungan di angkat dan dberhentikan oleh Bupati

BAB 1
PEMBIAYAAN

Fasal 15

Semua biaya yang timbul sebagal aklbat di tetapkahnya Peraturan Bupati ini dibebankan
kepada



‘& Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara
b Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang beum diatur dalam Peraturan Bupati in sepanjang mengena teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas,

Pasal 17
Peraturan Bupati hi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga sebap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempaltannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan d Jepara
pada tanggal a5 Pc@ ™S sl

BUPATI JEP

HENDRC MARTQJO

Diundangkan di Jepara
padatanggal 24 FPebruari 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA,

/ OLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR '\



